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™

hahwa pengambangan kepariwisataan marupakan
kegiatan vang strategis ditinjau dari segi
pengambangan ekonomi dan sosial budaya, karena
akan dapat berperan dan mendorong penciptaan
lapangan kerja dan perkembangan investasi,
peningkatan pendapatan masyarakat Pemerintah
Pusat dan Daerah, pembantukan karakter bhangsa,
peningkatan kualitas dan martabat masyarakaf
serta hal-hal Tain  yany mendukung bagi
partumbuhan bangsa ;
hahwa sehagai unaya untuk meneartibkan
pangusahaan Parkemahan di Kotamadya Daerabh
Tingkat TIT Surahaya dalam rangka pelaksanaan
lehih Tanjut kerentuan dimaksud dalam Keputusan

Mentari Parijwisata, Pos dan Talekomunikasi
tanggal 30 Agustus 18R5 Nomor KM.71/PW.105/
MPPT-138B5 tentang Paraturan {lsaha dan

Penggnlongan Parkemahan Juncto Peraturan Daerah
Propinsi Naerah Tingkat T .Jawa Timur Nomor 4
Tahun 1882 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemarintah Propinsi Daarah Tingkat T Jawa Timur
Nalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah
Tingkat i1, dipandang parlu menetapkan
Pengaturan isaha Perkemahan di Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabaya, dengan menuangkannya dalam
auatu Peraturan Daerah.

lindang-undang HMomar 16 Tahun 1850 tentang
Famhentukan Daeran ¥afa Resar NDalam  Lingkungan
Propinsi .awa Timur/Jlawa Tengah/.Jawa Barat dan
Daarah Iatimews Youvakarta, yang telah diubah
dengan Undang-uhrang Nomar 2 Tahun 196§
Undang-undang Nomor 5 Tabun 1574 tentang Pokok-
nokok Pemerintahen di Daerah ;

ilndung-undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum
Acara Pidana
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Undang-undang Nomor 4 Tahun  18R2 tentang
Kaetentuan-hkatantuan Pokak Pangeiolaan | ingkung
Aan Hifuo

tindang-undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang
Kepariwisataan |
Undang-undany Noior 1R Tahun 1987 rantang Paiak
Naarah dan Retribusi Daarah

Peraturan Pamarintrah Nomor 24 Tahun 1979
fentang Panyersinnan Sshagian Urusan Pamarintah
Nalam Nidang -Kepariwiantasn Kanada Daerah
Tingkat 1 ;

Paraturan Femrrintah Nomor 27 Tahun 1983
tantang Palaksanaan Kitabh lndang-undang Hukum
Acara Pidana ;
Keputusan Presiden Rapublik Tndonasia Nomor 15
Tahaun 1983 tentang Kabijaksanaan Pengembangan
Kepariwisaiaan

Tnstruksi Presgiden Rapuhlik Tndonesia Nomor 9
Tahun 1969 tantang Padoman Pambinaan
Pengamhangan Pariwisata Nasional
Tt raksi  Preasiden Rapublik Tndonasia Nomor &
Tahun 1384 tantang Pedoman Panyederhanaan dan
Pengmendalian Paririnan Ji Ridang Usaha ;
KaputTusan Rer<ama  Menteri  Parhubungan dan
Menteri Dalam i'sgar’ Nowor @ KM.?92/HK.205/Phb-
1978 dan Novor 708 Tahun 1979 tantang Katentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1979 tentanyg Fanvarahah Sebagian Urusan
Pamerintah Dalam Ridang Kepariwisataan Kepada

Naaerab Tingkat © 7
Keputusan Menteri Pariwisara, Pos dan
Telekomunikast Nomor @ KM.71/PW-105/MPPT—1985
tentang  Paerzturan tisaha dan  Panggolongan
Parkemahan :
Paratiuran Daerah Propinsi Daarah Tingkat 1 jawa
Timur Nomor 4 Tahun 1882 tentang Penyerahan
Sabagian Uruszan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat T Jawa Timur Dalam Ridang Kepariwisa~
taan Kepada Daerah Tingkat 17 ¢

Kaputusan Gubernur Kepala Daarah Tingkat 1 Jawa
Timur Nomor &R Tahun 1892 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Paraturan Daerah Propingi Daersh
Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1987 tentang
Panyerahan Sebagian lirusan Pamerintah Propinsi
Naarah Tingkat T  Jawa Timur Dalam Ridang
Kagariwisataan ¥apada Daerah Tingkat II ;

Paraturan Damran Kotamadya Daerah Tingkat
Rurabaya Nomor 12 Tubun 1385 tentang
Pambantukan fasunasn Oryanisasi dan  Tatakerja
Dirax  Pariwisata Daerah  Kotamadya  Daerah
Tingkat 17 Surahaya.



Datigan

lanat apkan

Parsatuiuan Dewan Perwakilan Rakyai Daerah Kotamadya
Daarah Tingkat T7T Surahbava.

MEMBT  JS K AN

PFRATURAN DAFRAH KOTAMADNYA DAFRAH  TINGKAT R
SURARAYA TENTANG PEMGATIRAN UUSAHA  PFRKEMAHAN DT
KOTAMANYA DAFRAH TTRGKAT 77 SURARAYA.

RAR T
KETFNTUAN Ut

Pasal 1

NDalam Paraturan Nasrab  ini vang dimaksud
dangan

A. Pemarintah Dasrsh, adalah Pamserintah Kotamadya
Dawrah Tingkat 77 Surabaya ;

h. Nasrah, adalah Kotamadva Daerah Tingkat 7171
Surabayva

¢. Walikntamadya Kepala Daersh, adalah walikota -~
madya Kepala Daarah Tingkat T7 Rurabaya ;

d. Dinas Pariwisats Daarah, adalah Dinas
Pariwisatas Daerah Kolamadya Nuarah Tingkat 717
Surahava ;

e. Peiahat vyang ditunjuk, adalah Kepala Dinas
Pariwisata Daerah Kotamadya NDaarah Tingkat 77
Surahava

f. Kapariwisataan, adalah kaseluruhan kegiatan
Pamerintah, Ounia Usaha dan wMsasyarakat yang
ditujukan untuk menata kehutuhan perjalanan de
parsinggahan Wisatawan ;

g. Parkamahan, adalal suatu bantuk usaha wisata
gangan  menggunakan iends ysny dipasang dialam
terhuka atau karats gandenuan bhawaan sendird
senagail Tempat wangingg:

1. Pimpinan Perkemahan, adalah orang yang memimpin
sansri~hari tdan bartangygutia jawabh atas
pangusahaan oerkemahan -

1. Tamu Pri kamshan, ael s rang yang
mamprrgunakan  ssarana usaha  parkamahan  dengan
mambayar

j- T7in Usaha, adalah i7in vang diharikan oleh
Walikotamadya Kepala Daerab kepada Badan Ussaha
atau parorangan untuk menjalankan (mengoperasi-
Lan) usaha nearkemshan.

Pasal 2
fii  Naerah dapat diadakan lisaha Parkemahsan

dangsn syarat-ayaral dan tatacara yang ditetapkan
nieh Walikotamadya Kensia Naarah
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REMTHUK AN wCDAD HEAHA

Pasai = &

tisaha  Periamahan herhentuk Badan ' Usahr atag
Parorangah’ |
Moda! Usansg Periemshan dimiliki  olah  Warga®
Negara Tndonesis,

RA% TV
PENGUSAHAAHN

™

Pasal

Pangusahsan parkamahan nada pokoknya
menvadiakan fasilitas perkemahan dengan Juas
areal sekurang-kurangnya 2.5 hektar ;

3

Pengusahaan narkemahan harus mamenuh i
persyaratan panggolongan yang ditatapkan olaeh
walikotamadya Kepals Daerah sesuai dengan

peraturan narundang~undangan vang herlaku ;
Usaha narkamahan  vang beradas  di kawasan
konservass s mengindahkan peraturan
parundang-uncangan yany berlaku.

Pasal R
Bomtanis nsrhenahan berkewaiiban untuk
memheri perlivictgan Kepada Tamu perkemahan ;

mangadakan Taia huku sasua.  déengan  peraturan
parcndang~ungancgan yanyg barlake ;

manceyah pengginaan perkamahan dari kagiatan-
kagiatan Vvang <dupat  wmengganggls keamanan  dan
ketertihan umiiim® sarts vAang melanggar
kesusiiaan

mentaasti ketentuan ketenagakerjaan SBRiA1
dengan peraturan narundang-undangan yHNng
herlaku 3 '

malakukan upsya sacara Terus menerus untuk
maningkat kan mutu Tenags kerja
mamelihara hvgiene dan sanifasi didal-
perkamahan  dan Cingkungannys sesuald dfangan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

meautapkan pgersysrsian harkemah, termasuk tarip

pangawasan  vang  diletakkan pada  tempat vyang
madan diTihat dan dibrca oieh wisum.
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Pasal 8

{13} Usaha parkemahan digoiongkan kedalam 4 {(emnat)
kelas vane ditetspkan sabagad bartkut

A. Kelas Tdeal ;

h. Kelas 1 engkap ;
. Kalas Sedang ;
. kalas Sederhana.

{?) Parsyaratan teknis penatanan kriteria
penggalongsan  narkwsahan diatur lebih  tanjut
oleh  Walikotamarlya Kepala Daerah ;

(3) Rardasarkan hasil peniniauan oleh pejabat yang
ditunjuk, Walikoraeadya Kapala Daerah dapat
inanaikkan atxuy  manurunkan ygolongan kalas
petkemahan sesuai  dangan nparsyaratan VANd
bariaku ;

(a) Parubahan golongan ke&las seperti yang o imaksud
pada  ayat (3) pasal ini, dapat didasarkan
atas permohonan nemilik yang diajukan kepada
Wailikotamadya Kenalas NDeerah atau atas dasar
hasil penrlitian vang dilskukan secara herkala
oleh Pgjabat yang ditunjuk.

Fasa 7

wWalikotamadva Kepala Daerah menyvatakan dengan
Piagam atus katentuan golonhgan dimaksud dalam
paral & ayat {1) Peraturan Daerah 1ini, setelah
diadakan peniiaian  rerhadap prrkamahan vang
harsangkutan.
Pass i E
{1} Piagam gnlongan kelas dimaksud dalam pasal 7
Peraturan Daerah ini herlakuy untuk jangka
waktu 3 (viga) tahun sajak tanggal dikeluarkan
dan dapat ditiniau keambali satelah habis masa
nerlakunva ;
(?) Piagam vyarg hsahis masa barlakunya segera
dilakukan pemhaharuan meauruyt tata casra yang
ditetapkan oleh Walikotamadva Kepala Daerah ;

{3) Tatacara untuk mendapatikan golongan kelas
parkemahan diatur tabih Tanjut pleh
walikntamadya Kepala Daerah

Pasal 9
Piagam golongan kalas perkemahan diiletakkan

i tempai yang mudah dilibat dan dibaca knususnya
olah tamu,



BAB Vv
KETENTUAN PFRT7TRAN

Pasal 10

(1) Untuk mengusahakan parkemahan, pangusaha- yang
bersangkutan harus memiliki izin usaha ;

(P} Tr7in ilsaha diberikan nleh Walikotamadya Kepala
Daarab

(Y T7in Usaha Parkemahan hearlaku untuk jangka
waktu yang tidak terbatas dengan katantuan
haryas mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun
sakwli kepaga Walikotamadya Kepala Daerah atau
Pajabat vang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap parmohonan untuk mendapatkan I17in’
{isaha  harus diajukan kapada Walikotamadya Kepala
Daerah dangan melampirkan :

Foto Copy Tzin Mendirikan Rangunan ;
Foto Copy SITU/HO
Foro Copy NPWP/NPWPD ;

Foto Copy Surat Ketarangan Status Tanah.

ano»

Pasal 12

{1) Tatacara untuk mendapatkan TT7zin Usaha dan
aetbahannya akan ditetapkan labih lanjut oleh
Walikotamadya Kepala Daarah sasuai dengan
kafentusn peraturan perundang-undangan yang
herlaku ;

() Dalan Surat Trin Usaha ditetrapkan syarat-
syarat vang harus dipenuhi aleh pemegang Izin.

Pasal 13

{1) T7in Usaha yang telah dibarikan tidak dapat-
dipindaht angankan kepada pihak lain kecualid
atas persetujuan Walikotamadya Kepala Daersah
dan harus mengajukan permchonan Parubahan Tzin
tiraha

{?} T7in Usaha dapat dicabut jika pemagang Tzin
atau pengusaha ynng barsangkutan tidak
mamenithi prsyaratan yang talah ditetapkan
dalam Suralt Izin.

RAR VT
PFMRTNAAN DAN FPFNGAWASARN

Pasal 14

{1) Pemhinaan dan pengawasan atas kegiatan Usaha
Parkemahan dilakukan oleh Walikotamadya Kepala

Daarah ;
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Dalam upay# pami inaan fian hengawasan tersebut
pada ayat (1) nasal ini, Waliko'amadya Kepala
Mace o an Aaran rriahat vaos datuniuk memberikan
himbingan dan pefunjuk  bsik  teknis  maupun
oparagional.
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Atas Permnecian Punatapan Sasgoaiongan dan Tzin

Gimahe i kanadas ra™ 0 ious
Penganzan reatribusi  dimaksud pada  avat (1)
pasal i, ditatankan sesesoesd nerikut

a. Panetranan Penggolongan Perkamahan

1. Perkemahsn Tdeai, sebesar Rp.40.000.-
{empat puli-h rihu rupiah)

7. Perkemahan | engkap, sebhesar Rp.325.000,-
(tiga npuruh Yima ribu rupiah)
3. Perkemsaban Redang, sehasar Rp.”25.000,-
(dua pulith Tima ribu rupiah) 3
4. Perbamahan sederhana, saheasar Rp.20.000,-
(dus puiuh ribu riniahn).

1. Beipvnya ratribucy  T74: tisaha sebagal
D RT T

T.oinTak Parkemanan Tdaal, sebasar

Rp.120.G00,~ {seratus dua puluh ribu

riyiAny .

7L Untue “urkarahan i engkan, sebesar
Rp.i534.000, ~{saratus smpat ribu runiah):

. ntnk Parwemanan Sedang, sebesar
Pp. 75000, - {tuiun puluh  lima r b
rupntah)

4. Untik Farkemahan sederhana, sebesar
Ao.a0.060,- {anam nulubh ribu rupiah).

Pacal 16

Palaksanasn nemungutan reatribusd dimaksud
dniam pasal 15 Paraturan Raerah ini, dilakukan
alah Ninas Pariwisata Naarah dengan
dikoordinasi  oleh Dinas  Pendapatan NDaerah

Kot amadya Daarah Tingkat 11 Surabaya



-
3
e

Hasil purgutan sebagaimans dimaksud pada ayat
{1) naszal ini. bsarus disefor kA Kas Daaerah.
EAE VIiTT

KETFNTUAN PTRANA
Craal 1T

{1) Pelanggaran ternadap keteniusn dimaksud dalam
nasal 5 tan pasal 180 ayst {1} Paraturan Naerah
ini, diancarm pidana kKurungan selama-lamanya 3
{tiga) bulan atau  derds  sehanyak-banyaknya
Ep.50.000.- (1ima puiuh ring rupiah) g
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Tindak Pidana sehagsmana dimaksud pada ayat
{1) pasal ini adaiah nalanggaran.

RAR Ix
KFEFTENTUAN PENYTDRIKAN

Puagal 1R
Selain oltaeh Paiahat Penyidik Umimm, penyidikan

atas IFindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17 Paraturan NDaerah ini, dilakukan olah

Pajahat Penyioik Fagawai Neyari Sipid i B
lingkungan Pemerintah Dasrzh yang nengangkatannya
ditetapkan sasuai  dengan peraturan perundang-

undangan vang herlaku.
Pasal 18

o
H

Naler welpksanske uzns panyidikan, Penyidik
Fagawai Negerd Sip31 =ebnagaimans  dimaksud datam
pasal 18 Peratuyran Dam sh ini. berwenang :

A. menas oma laporan #isu pehgaduan dari saseorany
tantang adsanya tindak pidana

H., meiakukan Tindsakan partama pada saat itu
ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan

G. manyurak berhaenti sesmcrarg  Tarsangka dan
memarikss fanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan senyiltaan henda dan atau surat
2. mengamhii nidik jari dan mamotraet saseorang ;

f. memanygil orang untuk didangar dan diperiksa
sahagat tersangka atau saksi ;

g. mandatangkan orang ahii vang diparivkan dalam
hubunghnnya dengan pemeriksaan parkara ;



h. mengadakan
manidanat
Tardapat
htuknny

pataniuk

penghant ian

b Bukti
meranakan Tindak pidana dan

nenyidikan sateliah
dari panyidik hahwa tidak
Atfxty peristiwa tersehut
selanjutnya

malalul  penyidii mambharitahukan hal  tersahut
kanads penunt ut 1, tursangka atau
kaluarganya

i. mangadakan tindakan Tain menurutr hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan.

BAR

X

KFTFNTUAN PERAI THaAN DAN PFNLTUP

PAsal
(1) Semua

perkemahan,
harlaku
Tagi ;

(2} Untuk
sabalum
diwajibkan
{dus) tshun
dinyatakan

ketentuan paraturan
vang pernah ada yang mangatur

sphaium  Peraturan
dinyatakan dicahur dan tidak beriaku

satiap usaha parkemahan yvang telah
beriakunva
datam wakty
satalah
bherlalku

2D

perundang-undangan
tentang usaha
Naarah ini

ada
Naerah ini

salampat~iambatnya 2
Paraturan Daerah ini
harus fetah memanuh i

Paralfuran

karantuan persvaraisa iaknis untuk mendapatkan

174N

Gaaryh ina .

Hal~hal yang
Patatiaran Daersh
prlaksanzannyas akan
Walikatamadys Kepals

Pasxail

FPearaturan
tanggal diundangkan.
Agar setian
mamarint ahkan
dangan

usaha sasuail dengan ketentuan

Balim
11,
diatur

marah,

Daarah

orang
pengundangan Peraturan
penamnat annya

Paraturan

dalam
manganai
olah

cukun diatur
sapanjang
Tahih  Tanjut

27

ini mulai  harlaku pada

mangetahuinya,
Daerah 1ni
Lemharan Dasrah

dapat

dalam

Kotamadyva Daersh Tingkat 17 Surabaya.

‘AFWAN PFRWAKTI AN RAKYAT DAFRAH
KOTARANYA DAFRAH TTINGKAT TT SiURARAYA
Katua,

ttd.

H. HARJOSO SOFPFNO.
KGEQNF1 CHR. NRP. 22021.

NDitatapksn di SIURABAYA
parda fangygal

31 JANUARI 1897.
WAl TKOTAMADYA KFPALA DAFRAH
TTNGKAT 1T SURARAYA

tid.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.



Nisankan dengan Keputusan Suiasrsis Kepala Dearatn Tingkat T
Jaws Timur tanggal 5 Agustus 1397 Nomor 220/P Tahun 1997.

by,

NDiundangkan dalam { embaran Daerah

GURFANIIR HFPAI A DAERAM
TINGRKAT T Jawa TIMUR

Asisten Ketataprajaan

-i--t-fg

Jra. MASTRSL M. JASIN.
Pambina Utama Muda.
NTP. R10 035 499,

Kotamadya Naerah Tingkat 17

Surashaya Sari R Tahun 1987 tanggal 26 Agustus 1937 Nomor : 5/R.

An.

An.

WA! TKOTAMADYA KFPALA DAERAM
TINGKAT TT ‘SURARAYA

Saekretaris Kntamadya Daerah
Tingkat TT Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNIE ARTFIFN DAMIRT.
Pambina.
NTE. D10 0ORG B36.

I INAN sasuat dengan Aslinya
Rekrataris Kotamadya Daserah
Tingkat TT Surabaya

Kerpala Ragian Hukum
lib.

Kasuhbag Peraturan

Perundang-undangan

o :/':: i ' i"" —
. ":-':"_‘.'-‘; }I-l:: &w‘:‘
CHARISTSWANTO ANWAR, SH.

... ™¢Panata.
: WEP. 510 100 A22.




PFNJUFt AS AR
ATAS
PFRATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT 11 SURABAYA
' NOMOR 2 TAHUN 1837
TERTANG ’
PFMSATURAN URaHA FUEJrMAHAN
DT KOTAMADYA DAFRAE TIKSXAT TT SURARAYA

PFNJFi ASAN UIMLIM -

Sehagian urusan pariwisata Telah diserahkan menjadi
urusan rumah tangga DNDagrah {Ditonom: ) Pamerintah Daerah
Tingkat T bardasarkan Paraturan Peamerintah Namar 24 Tahun
1979 yang kemidian diiaksaqakan dengen Seputusan Bersama
Mentari Parhubungan dan Manteri NDalam  Negeri Nomor
KM, 292 /0K _208/Phh-1979 dan Homr 208 Tahun 1573,

Rardasarkan Parztutan Naarat Propissi Nasrah Tingkat 1
dawAa  Timur Nomor £ Tahun 1937 tantang  Panvarahan Sebagian
Urusan Pemarintah Propinsi NDaesaiy Tingkat 7 Jawa Timur Dalam
Aidang FRKepariwisataan Kepnds NDaersh Tingkar 11, sebagian
Heisat: fix: iwisata terseabut diserahkan kepada NDaarah Tingkat
TT tarmsasuk didalamnva kepada Peaerintah  Kotamadya Daerah
Tingkat 7T Surahava.

Sebagai raalisasi nenyerahan sehacgian urusan di  bidang
kapatriwisalann tersebut, makas o3 Haiamadva Onarsah Tingkat 171
Surabayva talah dihentuk Ninas Fariwisata Daarah Kotamadya
Dasrah Tingkat TT Surabaya denuan Peraturag Darrah Kotamadya
Darrah Tingkat 11T Surahbava Nomcr 17 Tahun 188K,

NMinas Pariwisata Daerabh Koisamadya Dansrah Tingkat T7
Surahava tearsehut 4 azlam tuge=rvs maelaksanakan 7 (tujuh)
urusan  antara  Jarn agalah wrossn widang aAkomodasi yang
dinamakan Pearkamahan.

Nalam rangka melaksarakan kewanangan pengaturan,
pambinaan dan pangawasan serts penhgambsangsn wsaha  Akomorasi
pada umumnya dan usaha serta peanggolnngan perkemahan pada
khususnva, mak A telah dikelunrkan Keputusan Mentari
Pariwisata, Pos dan Telakomunikasi Nomar KM, 71/PW.105/MPPT~
A% tentang Paraturan Usaha dan Fenggolongsn Pearkemahan.

Rahwa fdengan ditetankannhya Kaeputusan Mentari
Pariwisata, Pos dan Telekom.nikass tarsabut, sacars
oparasional pearlu  ditatapkan Peraturan Daarah Kotamadya
NDaarah Tingkat 17 Surabays sshaygai  pedoman, pembinaan,

plan.gawasan dan  pangemhangan l)saha Parkemahan yang lshih
inlas dan  fararab berikut katantusn rabrihiisinya  sarta
mamharikan SUASANA aengamhangan di tdaiam menuniang
patningkatan pelavanan Pariwisats nads umomnya.

Dangan damikian arah dan gerak pambangunan dalam hidang
Usaha Akomodasiy diharankan akan sejalan dJdengan Pola Dasar
Pamhangunan di Kotamadva Daerabr Tingkat 1T Surabavya,
khususnya dalam hidang Keapariwisstaan,



IT. PFNJFI ARAN PASAl 0OFMT PA3AL

Pasal 1 sampai dengan Pasal & ° Cukup jelas.

Pasal 6 avat {1) - {lsaha Parkamahan diadakan
pangunlongan kelas dimaksud-
tan untuk

s

mamudahkan pambinaan agar
bayi mareka yang persya-
ratan  teknisnya sebagai
kalss yang rendah bisa
mancapai yang lehth tinggi.

7. saialan .lengan perkembang
an dan pangembangan Pari-~
wisats di Kotamadya Sura-
nayva yang menuntut agar
samua jsnis tisaha Akomoda
a1 mampunyvai standar
yang islas sahingga wisa-
tawan akan dapat pelayan-
an yany lebih baik dan
menghitung kebutuhannya
dangan mudah. ’

3. menimhuikan gairah dan sa
mangal wuntuk mengambang-—
kan tlsshas Perkemahan.

avat (70, {3} dan {4} - Cuwkup jalan.
Pasal 7 © Cukup ielas.
Pasal 8§ ayat [1) Sutalah masa 3 (tiga) tahun,

nanggnlongan kalas diadakan
panilaian keambali sesuai de-
rgan  fasilitas keadsan dan
prasrasi  yang dicapai oleh
Parkamahan vang hersangkutan.

ayat {?2) dan (2) - ukup ielaw,

Pasal 8 ¢ Cukup ielas.
Pasal 1G syasat (1] . innan  yanyg digunakan Ussaha
Parkemahan minimal seluas

?,f haktar.
avatb (2) dan (3} + Cukup jh1asl

Pazal 11 s/d Pasal 13 * Cukup ierlas.



FPasal 14 ayat (1}

Passat 14 A

‘g
by
[aad 9
~J
et

Pasal 15 avafl

L]

1)
Pasal 15 ayvat (2) huruf a

huruf b

Pasal 18 a/d Pawal 18

Pasal 20 avatr (1)

A

Pasal 20 avat (7

Pasal 21 s/d Pasal 22

Pairainaan nan pengawasan
ad.tah  suAata  upaya untuk
waningkatlan mittu
nergatanuan  dan  pelayanan,
teknisa Avdministrasi fdan
kelrangan, ketertiban/
kaamanai:  dibearikan secara

tarys-manarys dalam rangka
menuambanydiksh usaha.

s

wWalikotamadyva Kepala Daerah

datam  meliarikan pemhinaan
dan NENQAWASAD dangan
mengikutsartakan Kepala

NDintas Puriwisata Daersh dan
instansi tarkait.

Cukun ialas.

Cukup ielas.

Aeasinya jumiah retribusi
tersabut  dalam  perhitungan
saiiap 3 (tiga) tahun

sesuua’ dengan pasal 10 ayat
(5) Paraturan Bbasrah ini,
Gabwa usaha parkamahan
gefian 3 (tiga) Tahun harus
mandattar ulang.

Suknn jwlas
Crhup jriAs.

Regi  Uuans perkemahan yang
elzh ads sehalum barlakunya

Fo atutan fiaarah ini,
perosahaan akomodas i
taranhut  dimata pemherian
izinnys belum sesuai  dengan
Fapator an Naarah i
A herikan kesempatan

FErNgUANG waktu 2 {dua)
tanun.

Coknp 1alas,

Shkkk RIKGR *HkkE



